
 

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

SKRIPSI  

 

 
Diajukan Untuk Persyaratan  

Memperoleh Gelar  Sarjana Administrasi Publik 

 

 

 ADMINISTRASI PUBLIK 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oleh : 

MARIA FONYATI PERADA SIA 

2016210109 

 

KOMPETENSI MANAJEMEN PELAYANAN  

PROGRAM STUDI  ADMINISTRASI PUBLIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 

MALANG 



2020 

Ringkasan 

Junrejo adalah sebuah kota di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, 

yang memberikan berbagai macam administrasi publik, salah satunya adalah 

administrasi di bidang organisasi kependudukan. Administrasi organisasi 

kependudukan di kota Junrejo masih belum kuat, hal ini dikarenakan masih banyak 

masyarakat yang belum menyelesaikan kebutuhan pembuatan informasi, hal ini 

dikarenakan belum adanya data dari pihak kota mengenai prasyarat yang diperlukan. 

Alasan peninjauan ini adalah untuk memutuskan metodologi pemerintah kota dalam 

mengerjakan sifat administrasi organisasi kependudukan di kota Junrejo. Eksplorasi 

ini menggunakan pemeriksaan subyektif dengan survei tertulis dan strategi 

pengumpulan informasi dengan prosedur dokumentasi, khususnya teknik yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi dan data seperti buku, kronik dan gambar 

sebagai laporan yang membantu penelitian. Dampak dari tinjauan ini menunjukkan 

bahwa dalam mengerjakan sifat administrasi organisasi kependudukan, seharusnya 

bagus, jika dilihat dari sistem bantuan atau pedoman administrasi yang diterapkan, 

khususnya metodologi bantuan, yayasan, biaya administrasi, kapan melayani, 

administrasi. barang dan keterampilan administrasi. Variabel pendukungnya adalah 

perhatian pada perangkat, kapasitas dan kemampuan, menanamkan kesadaran dalam 

melayani daerah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan suara kecil yang tenang. 

Unsur penghambatnya adalah perwakilan yang kurang fokus dalam menyepakati jam 

kerja dan tidak adanya kantor kerja. 

 

Kata Kunci: Strategi, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Administrasi publik menjadi topik umum, dengan alasan bahwa administrasi 

publik merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

keberhasilan otonomi daerah. Jika administrasi publik yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah kualitasnya dapat diterima, maka pada saat itu pelaksanaan 

kemerdekaan provinsi dapat dikatakan efektif. Selain menjadi kebutuhan pemerintah 

pusat untuk pemerintahan negara bagian terdekat untuk bekerja pada sifat 

administrasi yang berbeda diberikan kepada daerah, masalah sifat administrasi publik 

juga dipicu oleh dampak dari perubahan global yang terjadi di berbagai daerah. 

bidang kehidupan dan di berbagai wilayah di Negara ini. (sumber: Kamaruddin dkk 

219:1) 

Sistem untuk bekerja pada sifat administrasi publik harus dimungkinkan 

dengan mengembangkan lebih lanjut kualitas bantuan administrasi, khususnya upaya 

untuk membatasi kesenjangan antara tingkat administrasi yang diberikan oleh 

asosiasi dan asumsi dan keinginan (client local area). Untuk mengatasi sifat bantuan 

ini, para eksekutif harus memiliki pilihan untuk menerapkan strategi dewan yang 

diatur sesuai dengan kebutuhan klien dengan pendekatan Kontrak Residen, yang 

 



merupakan cara untuk menangani pengiriman bantuan publik yang menempatkan 

klien administrasi sebagai fokus titik administrasi, menyiratkan bahwa kebutuhan dan 

kepentingan klien administrasi harus menjadi titik fokus pertimbangan. pemikiran 

utama dalam seluruh program angkutan bantuan publik. (sumber: Kamaruddin dkk 

219:1) 

Pasal 344 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah; (1) bagian provinsi berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan 

administrasi publik yang bergantung pada masalah pemerintah yang berada di bawah 

posisi lokal, (2) administrasi publik dilakukan berdasarkan standar; a) premi publik, 

b) kepastian hukum, c) kesetaraan hak, d) keseimbangan kebebasan, e) metodologi, f) 

partisipatif, g) perlakuan setara/non-segregasi, h) penerimaan I) tanggung jawab, j) 

keandalan dan, k) kecepatan, akomodasi, dan kewajaran. 

Administrasi daerah yang kuat jika daerah mendapatkan kenyamanan 

administrasi dengan metodologi yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. 

Pencapaian peningkatan kecukupan administrasi publik dikendalikan oleh kapasitas 

otoritas publik untuk lebih mengembangkan disiplin kerja perangkat bantuan. 

Khususnya pemerintah kota untuk memahami disiplin kerja pemerintah kota dalam 

bekerja pada kelangsungan hidup administrasi. Isu yang sebenarnya adalah interaksi 

keseluruhan, terutama administrasi dan prolog pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan 

lain-lain. 



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi 

Kependudukan; bahwa organisasi kependudukan adalah perkembangan dari 

pengorganisasian dan pengendalian latihan dalam laporan dan informasi 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pendaftaran umum, dewan data 

organisasi kependudukan, dan penggunaan hasilnya untuk administrasi publik dan 

kemajuan berbagai bidang. Dari penjelasan undang-undang tersebut, administrasi 

kependudukan merupakan kerangka yang diandalkan untuk dijalankan sebagai ciri 

dari organisasi negara. Sejauh kepentingan rakyat, memberikan kepuasan hak 

istimewa peraturan, seperti administrasi publik dan jaminan mengenai laporan 

penghuni, dengan praktis tidak ada perlakuan yang menindas. 

Berangkat dari landasan di atas, para pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi 

dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Administrasi Kependudukan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi 

Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 



1. Bagaimana strategi pemerintah Desa Junrejo dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah Desa Junrejo dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Desa Junrejo 

dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

1. Melalui ini, para analis dapat menerapkan spekulasi dan menyumbangkan 

pemikirannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

metodologi Pemerintah Kota Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kependudukan. 

2. Untuk mengembangkan informasi yang diperoleh di sekolah, dan untuk 

memberikan tambahan data kepada pembaca dalam memahami teknik 



Pemerintah Kota Junrejo dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan referensi bagi individu-individu yang berinvestasi dalam 

mengetahui sistem Pemerintah Kota Junrejo dalam melaksanakan sistem 

administrasi kependudukan 

2. Sebagai data bagi individu yang perlu memanfaatkan hasil eksplorasi ini 

sebagai bahan ujian 
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